PERATURAN DESA BAYEMWETAN
NOMOR 3 TAHUN 2020

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LPPD)
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER Il TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BAYEMWETAN

Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 53
Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa schagaimana telah dirubah degan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tetang Desa, perlu menctapkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri tentang Laporan Kepala Desa;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 166, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia

Mengingat : L.

Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) scbagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
n 2014 tentang Pemerintahan

Undang-undang Nomor 23 Tahu
Dacrah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor

6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Kepublk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
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10.

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang
Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara republik
Indonesia Nomor 5864);

Peraturan residen Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian
Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2015 Nomor 12);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan tata Kerja Kementerian Dalam Negeri
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 82
Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 83
Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 5);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84
Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 6);
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Menectapkan

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAYEMWETAN

MEMUTUSKAN

RANCANGAN  PERATURAN  DESA  BAYEMWETAN
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA BAYEMWETAN TAHUN ANGARAN
2019 SEMESTER 1 MENJADI PERATURAN DESA
BAYEMWETAN TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISAS] PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEMESTER II
DESA BAYEMWETAN TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian

sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :
b. Bidang Pembangunan Rp

Rp 1.653.085.949

Rp 772.718.131
814.455.000

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 73.631.000

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
¢. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan  Rp.

Rp 42.057.000
0

Darurat dan Mendesak

Jumlah Belanja
Surplus/Defisit

3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan

Rpl.702.861.131
Rp. (14.061.377)

Rp. 14.061.377

b. Pengeluaran Pembiayaan RD: cooveinnsessinininnse
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp."“
Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa

ini terdiri dari:

sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Pera

turan Desa
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1. Lampiran1 : Laporan Pertanggungjawaban RealisasiPelaksanaan APBDesa
Tahun Anggaran 2019

2. Lampiran I : Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember 2019

3. Lampiran I : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke

Desa.

Pasal 3
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan

Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Bayemwetan
Pada tanggal 7 Januari2020

KEPALA DESA BAYEMWETAN
SUGITO
Diundangkan di Bayemwetan
Pada tanggal 8 Januari 2020

SEKRETARIS DESA BAYEMWETAN,

RETNO DWI PRIHARTANTY,S.Pd
LEMBARAN DESA BAYEMWETAN TAHUN 2020 NOMOR 3
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